KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCOR 81 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANI SASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALI SI'S TRANSAKSI KEUANGAN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa unt uk nel aksanakan ket entuan Pasal 20 ayat (4) Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- undang Nonor 25 Tahun 2003,
perl u nmenet apkan Keputusan Presi den tentang Susunan O gani sasi dan
Tata Kerja Pusat Pel aporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengi ngat :

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana tel ah
di ubah dengan Perubahan Keenpat Undang- Undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nonor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencuci an Uang (Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Tahun 2002
Nonmor 30, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4191) sebagai nana
telah diubah dengan Undang-undang Nonor 25 Tahun 2003
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 108,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4324);

VEMUTUSKAN :
Menet apkan :

KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN TATA KERJA PUSAT
PELAPORAN DAN ANALI SI' S TRANSAKS| KEUANGAN.

BAB |
KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) Pusat Pel aporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang
sel anjutnya disingkat dengan PPATK adalah |enbaga yang
i ndependen dal am nel aksanakan tugas dan kewenangannya.

(2) PPATK bertanggungj awab kepada Presi den.
Pasal 2

(1) PPATK ber kedudukan di |bukota Negara Republik |ndonesi a.

(2) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat nenbuka perwakil an PPATK di
daer ah.

(3) Ketentuan Ilebih lanjut nengenai tata cara penbukaan dan
organi sasi perwakilan PPATK di daerah ditetapkan dengan
Keput usan Kepal a PPATK.

BAB ||



SUSUNAN ORGANI SAS
Pasal 3

(1) PPATK di pi npi n ol eh seorang Kepal a dan di bantu ol eh 4 (enpat)
orang Wakil Kepal a.
(2) Susunan organi sasi PPATK terdiri dari
a. Kepal a;
b. Wakil Kepala Bidang R set, Analisis dan Kerja Sanma
Ant ar Lenbaga;
C. Waki | Kepal a Bi dang Hukum dan Kepat uhan;
d. Waki | Kepal a Bi dang Teknol ogi | nfornasi;
e. Waki | Kepal a Bi dang Adm ni strasi.

Pasal 4

Kepal a nenpunyai tugas nem npin PPATK sesuai dengan ketentuan
per undang- undangan yang ber| aku.

Pasal 5

Waki | Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerja Sama Antar Lenbaga
menpunyai tugas nenbantu Kepal a dal am nel aksanakan analisis atas

| aporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan,
nmel aksanakan penelitian dan pengenbangan ti pol ogi serta
nmel aksanakan kerjasama dengan pihak yang terkait baik nasional
maupun i nternasi onal yang terkait dengan pencegahan dan

penber ant asan ti ndak pi dana pencuci an uang.
Pasal 6

Waki | Kepala Bi dang Hukum dan Kepat uhan nenpunyai tugas menbantu
Kepal a dalam nerunuskan peraturan di bidang pencegahan dan
penberant asan tindak pidana pencucian wuang serta nelaksanakan
pengawasan atas kepatuhan Penyedi a Jasa Keuangan terhadap Undang-
undang Nonor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencuci an Uang
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-undang Nonor 25 Tahun 2003
dan peraturan pel aksanaannya.

Pasal 7

Waki | Kepala Bidang Teknol ogi Informasi nenpunyai tugas nenbantu
Kepal a dal am nel aksanakan pengenbangan teknologi yang terkait
dengan teknik, netode dan alat untuk melakukan analisis |aporan
transaksi  keuangan, serta nmanajenen sistem informasi untuk
kepenti ngan pencegahan dan penberantasan tindak pidana pencucian
uang.

Pasal 8

Waki | Kepal a Bidang Adm nistrasi mnenpunyai tugas nenbantu Kepal a
dal am nel aksanakan pengel ol aan keuangan, adm ni strasi, sunber daya
manusi a, pengadaan barang dan jasa, pengamanan serta penyusunan
rencana kerja dan anggaran.



Pasal 9

(1) Wwakil Kepala sebagai mana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masi ng-nmasi ng nenbawahi
pal i ng banyak 3 (tiga) D rektorat.

(2) Masing-masing Direktorat terdiri dari kel onmpok- kel onpok
spesi alis yang junm ahnya di sesuai kan dengan kebut uhan.

(3) Jum ah pegawai dan jenjang kepangkatan dalam nasing-nmasin
kel onpok spesialis sebagaimana dinmaksud dalam ayat (2
di t et apkan dengan Keputusan Kepal a PPATK

g
)

Pasal 10

(1) Dal am nel aksanakan tugasnya, Kepal a PPATK dapat di bantu ol eh
tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(2) Tenaga ahli sebagai mana di naksud dal am ayat (1) bertanggung
j awab kepada Kepal a PPATK

(3) Tenaga ahli sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dan ayat (2)
menpunyai tugas nenberi kan pertinbangan dan anal i sis nengenai
masal ah tertentu sesuai dengan bi dang keahl i annya.

BAB |11
TATA KERJA

Pasal 11

Senmua unsur di |ingkungan PPATK dal am nel aksanakan tugasnya wajib
nmener apkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB |V
KETENTUAN LAI N-LAI' N

Pasal 12

Si stem kepegawai an PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden
tersendiri.

Pasal 13

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja PPATK
ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK setelah nendapat
persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan apar atur negar a.

Pasal 14

Segal a penbi ayaan yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas PPATK
di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesua
dengan ket entuan perundang-undangan yang ber| aku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 15

Keputusan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Nopenber 2003

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd
MEGAWATI SCEKARNCPUTR
Sal i nan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bi dang Hukum dan
Per undang- undangan,

Lanbock V. Nahatt ands



